
WALIKOTA BENGKULU

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR 300 TAHUN 2022 

TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU SELAKU PEJABAT PENGELOLA 
KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota 
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu 
menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bengkulu Selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dal am Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota Bengkulu tentang Penetapan Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu 
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu 
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 
2021 Nomor 10);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 
2022 Nomor 6);

17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN 
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH KOTA BENGKULU SELAKU PEJABAT PENGELOLA 
KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023.
Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Bengkulu Selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya 
harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 
sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 30 2022

WALIKOTA BENGKULU,

3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu.


